
 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku 

A.G. Sudarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 

Anonim. 2002. Memilih Makanan dan Jajanan yang Sehat. Balitbang 
Depdiknas  dan Lembaga Penelitian IPB. Bogor.  

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2012. Pedoman 
Sampling Pangan Jajanan Anak  Sekolah. Jakarta. 

 
Cahyadi, W. 2009. Analisis & Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan. 

Jakarta : Bumi Aksara Edisi ke-2. 
 
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Deputi Bidang 

Pengawasan Keamanan Pangan dan Berbahaya BPOM RI. 2012. 
Keamanan Pangan di Kantin Sekolah. Jakarta : BPPOM RI. 

 
Direktorat Standarisasi Produk Pangan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan 

Pangan dan Berbahaya BPOM RI. 2013. Pedoman Pangan Jajanan Anak 
Sekolah untuk Pencapaian Gizi Seimbang.  Jakarta : BPPOM RI.  

 
Direktorat Standarisasi Produk Pangan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan 

Pangan dan Berbahaya BPOM RI. 2012. Pedoman Penggunaan Bahan 
Tambahan Makanan Pada Industri Rumah Tangga dan Pangan Siap Saji 
Sebagai Pangan Jajanan Anak Sekolah, Jakarta : BPPOM RI. 

 
Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Diterjemahkan 

Drs. Samodra Wibawa, MA dkk. Edisi ke 2.Jakarta : Gadjah Mada 
University Press. 

Edi, Wibowo. 2004. .Hukum dan Kebijakan Publik. Yogyakarta :Yayasan 
Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia. 

Esmi, Warrasih. 2005. Pranata Hukum sebuah Telaah  Sosiologi. Semarang : 
Suryandaru Utama. 

Efendi, Lutfi. 2004. Pokok-pokok Hukum Administrasi. Edisi pertama Cetakan 
kedua. Malang : Bayumedia Publishing. 

Fadhilah, Putra. 2003. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik : 
Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik Dalam Ruang Partisipasi 



 
 

Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka 
Pelajar. 

F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib. 2006. Wewenang Mahkamah 
Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 
Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti. 

Ida, Bagus Mantra. 2004. Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. 
Yogyakarta : Pustaka Pelajar Cet I. 

Imron, Ali. 2002. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT Bumi 
Aksara.  

 
James P, Laster dan Josep Jr. Steward. 2000. Publict Policy : An Evolutionary 

Approach, Wardworth, Belmont. 

Janus Sidabalok. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: 
Citra Aditya Bakti. 

Kurniawan, Lutfi J, Mustafa Luthfi. 2012. Perihal Negara, Hukum & Kebijakan 
Publik. Malang : Setara Press. 

Leo, Agustini.2006. Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. 

Merile S Grindlee. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World, 
New Jersey : Pricenton University Press. 

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen. 
Jakarta : PT Raja Grafindo. 

 
Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatfif. Bandung : Remaja 

Rosdakarya. Cet X.  

Muchsin. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik. Malang : Aneroes Press. 

Nurheti Yuliarti. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung : 
Citra Aditya Bakti. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. 2016. Jepara Dalam Angka. Jepara 
 
R. Nugroho. 2004. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. 

Jakarta : Elex Media Komputindo. 

Soejono dan Abdurrahman. 2003. “Metode Penelitian Hukum”. Jakarta : Rineka 
Cipta Cet.II. 

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji . 2007. “Penelitian Hukum Normatif Suatu 
Tinjauan Singkat”. Jakarta :Raja Grafindo Persada. 



 
 

_____________.  2007. “Pengantar Penelitian Hukum”. Jakarta: UI Press. Cet 
III. 

Soekanto, Soerjono. 2003. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta : Raja Grafindo 
Persada.  

 
Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, 

Yogjakarta :  Pustaka Fajar. 
 
Suharsini, Arikunto. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.Cet IX, 

Jakarta : RinekaCipta. 

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi 
Daerah. Jakarta: Citra Utama. 

 
Sutrisno, Hadi. 1984. “Metodologi Research”. Yayasan Penerbit Fakultas 

Psikologi  

Wahab, Solichun Abdul. 2012. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke 
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Sinar Grafika. 

Wibawa, Samudra.1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT.Grafindo 
Persada. 

 
Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisis 

Kebijakan. Yogyakarta : UNY Press. 
 
Wibowo, Edi. 2004. Hukum dan Kebijakan Publik. Yogyakarta : Yayasan 

Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia. 
 
Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi, Teori, Proses dan Studi 

Kasus Komparative .Yogyakarta : Center of Academics Publik Servising. 
 
Winarno, F.G. 1984. Kimia Pangan dan Gizi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Zuraidah, Y. 2007 Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Bahan 
Tambahan Pangan. Bumi Aksara Edisi ke-1. 

 

B. Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 



 
 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Peraturan Pemerintah no.69 Tahun 1999 tentang Label &Iklan. 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.33 Tahun 2012 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 329/Men.Kes/Per/XII/76 
Tentang Produksi dan Peredaran Makanan. 

 

C. Jurnal/Artikel Ilmiah 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2012. Komitmen dan Kemandirian 
Komunitas Sekolah Sukseskan Aksi Nasional PJAS. InfoPOM. 

 
Badan POM RI. 2009. Sistem Keamanan Pangan Terpadu Pangan Jajanan Anak 

Sekolah. Jurnal Keamanan Pangan BPOM RI Vol I, Jakarta 
 
Mavidayanti H, Merdiana. 2016. Kebijakan Sekolah dalam Pemilihan Makanan 

Jajanan pada Anak Sekolah Dasar” Unnes Journal of Public Health. 
 
Sitorus, L. 2007.  Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Siswa Sekolah 

Dasar  Tentang Makanan dan Minuman yang Mengandung Bahan 
Tambahan  Makananpada Sekolah Dasar di Kecamatan Medan Denai. 
Skripsi FKM  USU. Medan.  

Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas kesehatan Kabupaten Jepara, 2015 

Syekh Mamdūḥ Farḥān al-Buḥairiy, Pangan dalam Perspektif Islam “Makalah 
Ilmiah. Dalam Seminar “Ḥalālan Ṭayyiba” Di Universitas Brawijaya 
Malang, 18 – 21 Februari 2014 

 

D. Internet 

Abdiprojo, “ Kebijakan Publik : Model - model Implementasi Kebijakan Publik”, 
blogspot.com, diakses dari : http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04, 
diambil pada tanggal  21 November 2015 pukul 01.48 WIB. 

Billy N, Aspek Hukum Bahan Tambahan Makanan pada Jajanan Anak, diakses 
dari : https://hukumkes.wordpress.com/2008/03/15/aspek-hukum-
bahan-tambahan-makanan-pada-jajanan-anak/, diambil pada tanggal 
27 Desember 2016 pukul 11.30 WIB 

 



 
 

Drg. R. Edi Setiawan. Hati-hati Jajan Makanan di Pinggir Jalan Depan 
Sekolah.Diakses dari www. Infodokter.com pada tanggal 25 November 
2015 pukul 23.05 WIB 

 
Fery K Indrawanto, Pengertian Kebijakan Pemerintah, blogspot.com, diakses dari 

http://prasko17.blogspot.com/2011/04 diambil pada tanggal 25 Oktober 
2015, pukul 04.02  WIB. 

http:// www.massofa.wordpress.com, Kajian Ilmu Kebijakan dan Pengertian 
Kebijakan. wordpress.com, diambil pada tanggal 14 November 2015, 
pukul 04.05 WIB. 

Kesehatan Lingkungan. Bahan Tambahan Makanan. diakses dari 
:http://inspeksisanitasi.blogspot.co.id/2012/06/, diambil pada tanggal 27 
November 2015 pukul 21.30 WIB. 

Wikipedia. Peraturan Daerah. https://id. wikipedia.org / wiki / Peraturan_Daerah 
_(Indonesia).  Diakses pada tanggal 9 September 2017 pukul 16.00 WIB. 

Woro Wulaningrum. Pemenuhan Hak Kesehatan Anak terhadap Pangan Jajanan 
di Sekolah. Diakses dari  Rechtsvinding Online Jurnal  pada tanggal 25 
November 2015 pukul 23.00 WIB. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 


